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Di antara berbagai Hak atas K ekayaan Intelektual, merek dagang merupakan salah satu hak yang sangat
terkait dengan perlindungan konsumen, pelanggaran hak merek akan berdampak secara luas terhadap
konsumen, karena merek meliputi segala kebutuhan konsumen. Hal tersebut disebabkan karena konsumen
merupakan penggunan suatu produk, dimana suatu produk sangat erat kaitannya dengan merek. Sehingga
konsumen yang biasanya sudah terikat menggunakan produk dengan merek tertentu, di mana dalam
prakteknya sering terjadi pemalsuan dan menimpa konsumen maka sudah pasti konsumen mengalami
kerugian karena mengkonsumsi secara keliru produk tertentu yang kualitasnya berbeda dengan produk yang
biasaia konsumsi. Sehinga di dalam penulisan tesisini permasalahan yang akan diangkat adalah bagaimana
Undang-Undang Merek memberikan perlindungan terhadap konsumen, upaya dan langkah hukum apa yang
dapat dilakukan oleh konsumen apabila kepentingannya dirugikan serta bagaimana putusan pengadilan
niaga dalam hal perlindungan terhadap konsumen.

Sebagal upaya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen maka di dalam Pasal 19 ayat (1)
Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dirumuskan mengenai tanggung jawab produk yang menyatakan
bahwa "Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau
kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”.

Sedangkan apabiladilihat berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, sanksi bagi
pelanggar tindak pidanadi bidang merek yang tentunya pasti akan merugikan pihak konsumen sebagai
pengguna ataupun pemakai suatu produk atau barang, dapat dikenakan ketentuan pidana sebagaimana
tercatat dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang tercantum dalam Pasal 90, 91,
92 ayat (1), 92 ayat (2), 92 ayat (3), 93, 94 ayat (1), 94 ayat (2), dan Pasal 95.

Sebagal akibat penegakan hukum yang lemah maka hasil dari kebijakan hukum merek untuk menanggulangi
pelanggaran merek yang merugikan konsumen jugatidak akan mencapai hasil yang memadai. Oleh karena
itu, sangat dibutuhkan penegakan hukum yang kuat atas merek untuk mencegah terjadinya pelanggaran di
bidang merek yang akan merugikan konsumen dan juga dibutuhkan tanggung jawab yang kuat dari kalangan
pelaku usaha dalam memproduksi suatu barang.
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